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WALI KOTA BANJAR 

PROVINSI JAWA BARAT  

 

PERATURAN WALI KOTA BANJAR 

NOMOR 56 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR  

TAHUN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

WALI KOTA BANJAR, 

Menimbang  : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Kerja 
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan, junto 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 
142 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa BAPPEDA 

menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat 
Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui 

Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada dan 
penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan 

setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Banjar Tahun 2021;  

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4244); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

8. Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20   Tahun 2004 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4405);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008  Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6056); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan  Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
590); 

19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009); 

20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2019 

(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5); 

21. Peraturan Daerah Kota Banjar  Nomor  8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, 
(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8); 

22. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar 

Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 28);  

23. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 18.b Tahun 2019 tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah  Tahun 2018-2023 (Berita 
Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 18.b);  

24. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 50 Tahun 2020 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2021 

(Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 20);  
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MEMUTUSKAN :  

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA 
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Banjar.  

2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar. 

3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar. 

4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  yang selanjutnya 
disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur  

perencana  penyelenggaraan  pemerintahan  yang 
melaksanakan  tugas  dan  mengoordinasikan, mensinergikan  
dan  mengharmonisasikan  penyusunan, pengendalian,  dan  

evaluasi  pelaksanaan  rencana pembangunan daerah. 

8. Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  yang 

selanjutnya  disingkat  RPJMD  adalah  dokumen perencanaan  
daerah  untuk  periode  5  (lima)  tahun terhitung  sejak  

dilantik  sampai  dengan  berakhirnya  masa jabatan kepala 
daerah. 

9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP 

adalah  dokumen  perencanaan  nasional  untuk  periode  1 
(satu) tahun. 

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 
disebut  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen 
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat 
Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 

APBD. 
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12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

 

BAB II 

RENJA PERANGKAT DAERAH  

 

Pasal 2 

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Banjar Tahun 2021 

yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah 
dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021.  

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang 
disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas 

dan fungsi setiap Perangkat Daerah. 

(3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan 
RKPD. 

 

Pasal 3 

Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah 

dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. 

 

BAB III 

SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN  

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 

 

Pasal 4 

Sistematika penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 
2021 disusun sebagai berikut:  

BAB I  PENDAHULUAN 

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 

LALU  

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH  

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH  

BAB V  PENUTUP  

 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Renja Perangkat Daerah 
Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 
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BAB IV  

KETENTUAN PENUTUP  

 

Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.  

    

 

Ditetapkan di Banjar  

pada tanggal 14 Agustus 2020  

WALI KOTA BANJAR, 

 

ttd 

ADE UU SUKAESIH 

 

 

 

Diundangkan di Banjar 

pada tanggal 14 Agustus 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, 

 

ttd 

ADE SETIANA  

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR  56 

 


